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BAB II
KONSEP MAS}LAH}AH MURSALAH

A. Mas}lah}ah Mursalah

1. Definisi dan Macam-Macam Mas}lah}ah

Kata mas}lah}ah merupakan bentuk masdar dari kata s}alah}a dan

s}aluh}a, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut. 18 Kata

mas}lah}ah dan manfa’ah telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan

“manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah,

guna. Dalam kamus ushul Fikih, kata mas}lah}ah berarti memelihara

tujuan syara’: mencari semua yang mengandung manfaat dan menolak

semua yang mengandung mafsadat. 19

Dalam buku Us}ul Fiqih Karangan A. Syafi’i Karim dijelaskan

bahwa tiap-tiap mas}lahah yang tidak dikaitkan dengan Al-qur’an dan

hadis menjadikan kita untuk menghormati atau menolaknya. Sedangkan

jika dihargai bakal mendatangkan manfaat atau menolak kemad}aratan.20

Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman

bahwa setiap yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk

memperoleh kemanfaatan, kebaikan maupun untuk menolak kemad}aratan.

18 Asnawi, Perbandingan Ushul Fiqih, (Jakarta: Amarah, 2011), 128.

19 Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad, (Jakarta: Kencana, 2012), 478.

20 A. Syafi’i Karim, Fiqih : Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. Ke-2, 83.
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Maka semua itu disebut dengan mas}lah}ah. 21 Adapun pengertian

mas}lah}ah mursalah secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para

ulama’ antara lain:

a. Menurut al-Ghazali maslahah mursalah ialah dalil yang berdiri sendiri,

terlepas dari Al-qur’an, sunnah dan ijma’. Karena menurut Imam al-

Ghazali maslahah mursalah hanya sebagai dalil atau sumber hukum

Islam.22 Imam Ghazali juga mengemukakan bahwa: mas}lah}ah pada

dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau

menghindarkan dalam mad}arat (mafsadat). Yang dimaksud Imam

Ghazali manfaat dalam pengertian Shara´ ialah memelihara agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang

dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang Merusak dari salah

satu diantara lima hal yang disebut dengan istilah al-Maqa>sid al-

Syar’iyyah menurut al-Syatibi>.23

b. Al-Kawarizmi mengatakan bahwa yang dmaksud dengan al-Mas}lah}ah

hmemandang mas}lah}ah hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan

mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang

justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.24

21 Abbas Arfan, Geneologi Pluralitas Madzab dalam Hukum Islam, (Malang: UIN-Malang Press,
2008), 82.

22 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasyfa fi ‘Ilm al-Ushul , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994),
310.

23 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1996), 61.

24 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 116.
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c. Menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, sebagaimana dikutip

dari kitab Dawabi>t al-Mas}lah}ah fi>-syari>´ah al-Isla>miyyah, bahwa al-

Mas}lah}ah adalah manfaat yang sesuai dengan fitrah manusia, karena

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah, maka deminkian

juga dengan hukum-hukumnya.25 Jadi manfaat yang dimaksud dalam

ha ini yaitu maslahah yang berdampak buan hanya dalam kehidupan

dunia namun juga dalam kehidupan akhirat. Sesuatu yang bermanfaat

yang dimaksud al-Shar’i> (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan

hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, akal, keturunan dan harta

mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori

pemeliharaan tersebut.26

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa ulama di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut mayoritas ulama us}ul,

maksud syara’ adalah menjaga kelestarian agama, keselamatan jiwa,

kesehatan akal, sucinya kehormatan dan keselamatan harta mereka. Lima

perkara penting ini yang dijelaskan secara mutawatir dalam risalah

tentang menjaga dan melindunginya.27

Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh shara’

perlu dipetimbangkan faktor manfaat dan mad}aratnya. Bila mad}aratnya

25 Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, Dawabith al-Maslahah fii al-Syar’iyah al-Islamiyyah,
(Beirut: Mu’assasah al-Risalah), 23.

26 Ibid.,

27 Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad,...,478.
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lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini

sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah:28

حكم شيئ هو حرام اومباح فلينظر الى مفسدة ومصلحة 

Artinya:

“Suatu hukum menjadi haram arau mubah bergantung kepada
masfsad}ah dan mas}lahahnya”.

Dalam pembagiannya, mas}lah}ah sendiri dibagi menjadi beberapa

macam berdasarkan klasifikasinya yaitu:

a. Dilihat dari Segi Kekuatannya sebagai berikut:

Dlihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam

menerapkan hukum, mas}lahah terbagi menjadi tiga macm, yaitu:

1. Mas}lah}ah D}aru>riyyat

Mas}lah}ah d}aru>riyyat adalah kemaslahatan yang

menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini berkaitan

langsung dengan terpeliharanya agama dan dunia.29 Keberadaan

mas}lah}ah d}aru>riyyat sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia,

artinya kehidupan manusia tidak dapat berlangsung secara layak

jika kemaslahatan ini tidak dipenuhi.

28 A. Syafi’i Karim, Fiqih : Ushul Fiqih,... , 84.
29 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997), 788.
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Kemas}lahatan ini terdiri dari unsur pokok dalam agama.

Lima unsur tersebut disebut sebagai kebaikan atau mas}lah}ah

dalam tingkat d}aruri. Lima unsur tersebut ialah:30

a. Melindungi Agama (al-Di>n). Untuk persoalan al-Di>n

berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang

muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran

yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-

orang yang beriman kepada Agama lain.

b. Melindungi nyawa (al-Nafs). Didalam Agama Islam nyawa

manusia adalah sesuatu yang sangat berharga orang lain atau

dirinya sendiri.

c. Melindungi akal (al-‘Aql). Yang membedakan manusia

dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga

dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut

ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk

merusak akal sehat kita, seperti meminim alkohol.

d. Melindungi keluarga/garis keturunan (al-Nasl). Menjaga

keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Punya

anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan

dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status

anak tersebut.

30 Aby Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar’iyah, Juz II, (Bairut: Dar al-Ma’rifat,
1997), 4.
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e. Melindungi harta (al-Ma>l). Harta adalah hal yang sangat

penting dan berharga, namun Islam melarang untuk

mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri

korupsi dan lain sebagainya. Kelima hal yang penting di atas

didapat dari shari>’ah eksensi dari pada exstensi manusia.

Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya

melindungi, karena jika tidak, maka manusia didunia akan

menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia

maupun akhirat.

Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan

usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha

atau tindakan yang secara langsung menuju pada lenyapnya atau

rusaknya kelima unsur pokok tersebut adalah buruk, oleh

karenanya Allah mengharamkannya. Meninggalkan larangan

Allah tersebut adalah maslahah dalam tingkat dhoru>ri.

2. Mas}lah}ah Hajiyyat

Mas}lah}ah hajiyyat adalah kemaslahatan yang

menduduki kebutuhan sekunder, yaitu dibutuhkan oleh manusia

agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka.

Mas}lah}ah hajiyyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak

sampai mengganggu kelayakan dan tata sistem kehidupan
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manusia, akan tetapi dapat menimbulkan manusia kesulitan

dalam menjalani kehidupannya.31

Contoh mas}lah}ah hajiyyat adalah adanya keringanna-

keringanan (rukhsah) yang diberian Allah kepada hambanya

dalam menjalankan sebuah kewajiban beribadah. Seperti

kebolehan menjama’ shalat bagi mereka yang sedng melakukan

perjalanan jauh, kebolehan tidak berpuasa ramadhan ketika sakit

dengan menggantinya di hari lain.

3. Mas}lah}ah Tahsi>niyyat

Mas}lah}ah tahsi>niyat adalah kemaslahatan yang

menempati posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya

dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dari keadaan

yang tidak terpuji.  Dengan memenuhi mas}lah}ah ini, seseorang

dapat menempati posisi yang unggul. Ketidak mampuan

seseorang dalam memenuhi tidak mengakibatkan rusaknya

tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan dalam

hidupnya.32

Contohnya adalah dalam berhias diri sebelem ke masjid.

b. Dilihat dari Ada atau Tidak Adanya Dalil

Selain dari pembagian di atas, jika ditinjau dari segi ada

atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan,

maslahah terbagi menjadi tiga macam yaitu:

31 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz’ fi Ushul Fiqh, (‘Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 380.
32 Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, ..., 223
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1) Mas}lah}ah Mu´tabarah

Mas}lah}ah mu´tabarah adalah kemaslahatan yang

keberadaannya ditunjuk oleh ayat al-Qur’an ataupun al-Sunnah.

Misalnya dalam hal penjagaan jiwa (hifz}u al-nafs) merupakan

kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya

keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai

syarf dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178 tentang

pelaksanaan qisas. Allah SWT berfirman:



















Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qis}ash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa
yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara
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yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar
(d}iya>t) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang
baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang
sangat pedih.”

Contoh lain terdapat dalam Al-qur’an Surah al-Baqarah

ayat 222 yang berbunyi:33














Artinya:

“mereka bertanya kepadamu tentang haid}. Katakanlah:
"Haid} itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu
hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu
haid}; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum
mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang
mensucikan diri.”

2) Mas}lah}ah Mulghah

Mas}lah}ah mulghah adalah kemaslahatan yang diangap

baik oleh akal, tetapi tidak dikehendaki oleh syara’. Justru ada

dasar hukum agama yang menolaknya. Hal ini berarti akal

33 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ..., 34.
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menunjukkannya sebagai sebuah kebaikan dan telah sejalan

dengan petunjuk syara’ namun ternyata syara’ menetapkan

hukum yang berbeda dengan menolaknya.34

Contohnya seorang raja atau orang kaya yang

melakukan pelanggaran hukum , yaitu mencampuri isterinya di

siang hari bulan ramadhan. Menurut akal, sanksi yang paling baik

bagi orang ini adalah diperintahkan berpuasa dua bulan bertutut-

turut, karena cara inilah yang dianggap paling mempunyai efek

jera baginya, cara ini memang baik dan masuk akal, serta sesuai

dengan tujuan syara’ memberikan efek jera bagi setiap orang yang

melanggar aturan.

Contoh lainnya ialah mas}lah}ah mulghah, yaitu

kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum

syara’. Ini bukanlah mas}lah}ah yang benar, bahkan hanya disangka

sebagai maslahah atau ia adalah maslahah yang kecil yang

menghalang maslahah yang lebih besar. Misalnya, kemaslahatan

harta riba untuk daripadanya menambah kakayaan, kemaslahatan

minum khomr untuk menghilangkan stress.

3) Mas}lah}ah Mursalah

Mas}lah}ah mursalah menurut bahasa yaitu suatu

kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahroh dalam

bukunya Ushul Fiqih. Mas}lah}ah mursalah artinya mutlak (umum),

34 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 353
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menurut istilah ulama us}ul adalah kemaslahatan yang oleh shar´i

tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil

syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan

itu. 35 jika dihubungkan dengan mas}lah}ah mursalah adalah

terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan olehnya

dilakukan. Jadi mas}lahah mursalah dalam kamus us}ul fiqih

adalah:

المحافظةعلى مقصدالشارع بدفع المقاسد عن الخلق
Artinya: “Memelihara maksud syara’ dengan jalan
menolak segala yang merusakkan makhluk”.36

Mas}lah}ah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak

disyariatkan oleh shar´i dalam wujud hukum, di dalam rangka

menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil

yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya mas}lah}ah

mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang

menyatakan benar dan salah.37

Asy-Syaitibi, salah seorang ulama madzhab Maliki

mengatakan bahwa mas}lah}ah mursalah adalah setiap prinsip

syara’ yang tidak disertai bukti nas} yang khsusus, namun sesuai

35 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Rineka Cipta, 19933), cet. 2, 110.
36 Totok Jumantoro, Kamus Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2005), 203.

37 Miftahul Arifin dan Faisal haq, Ushul Fiqih: Kaidah-Kaidah Pentapan Hukum Islam,
(Surabaya, Citra Media, 1997), 142.
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dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-dalil

syara’.38

Jumhur ulama mengajukan pendapat bahwa mas}lah}ah

mursalah merupakan hujjah syariat yang dipakai sebagai

pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang

hukumnya tidak ada di dalam nass atau ijma´ atau qiya>s atau

istishan, maka dishari´atkan dengan menggunakan mas}lahah

mursalah. Dan pembentukan hukum berdasarkan mas}lah}ah

mursalah ini tidak bergantung terus lantaran diakui oleh

syara’.39

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum

berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk

mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka

mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan

manusia yang bersifat sangat luas. Mas}lah}ah mursalah itu

merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan

yang selalu ada disetiap lingkungan.40

38 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), cet. 1, 120.
39 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Penerjemah: Andi Asyari dan Afid
Mursidi,  (Bandung: Risalah Bandung, 1984), 126.
40 Miftahul Arifin dan Faisal haq, Ushul Fiqih: Kaidah-Kaidah Pentapan Hukum Islam,..., 143.
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2. Dasar Hukum Mas}lah}ah Mursalah

Berdasarkan istiqra´ (penelitian empiris) dan nass-nass al-Qur’an

maupun hadith diketahui bahwa hukum-hukum syari’at Islam mencakup

di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:





Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. al-Anbiya : 107).

Dan Firman Allah SWT dalam Surah Yunus ayat  57:








Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit
(yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-
orang yang beriman”.

Maslahat ini dapat diungkap jelas oleh orang yang mempunyai

keinginan berfikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih

dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat maslahat

tersebut. Perbedaan persepsi tentang maslahat yang esensial yang

terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat

tempral, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau

peronal sebagaimana sebagian orang yang menganggap adanya maslahat

tentang diperbolehkannya menganbil bunga (tambahan atas pinjaman).

Akibatnya kebolehan mengambil bunga itu dilakukan secara berlebihan
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(melampaui batas) dan menjadi gejala  fenomenal itu ditengah masyarakat.

mereka beranggapan bahwa bunga tidak termausk ke dalam pengertian

umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan nas} al-Qur’an.41

Selain dalil al-Qur’an di atas, terdapat pula kaidah-kaidah fiqih

tentang mas}lah}ah mursalah, diantaranya yaitu:

a. “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik

kemaslahatan”.42

درءالمفاسدمقدم على جلبالمصالح
b. “Meraih kemaslahatan dan menolak kemud}aratan”.43

مقدم على دفع المقاسدجلب المصالح 
c. “Kemud}aratan harus dihilangkan”44

الضراريزال
Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap

apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya

manfaat, namun didalamnya juga terdapat mafsadat, maka aruslah

didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan

dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan

kerusakan yang lebih besar.

41 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet. 8, 424.
42 Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowa’id Fiqhiyyah Al-Faraid Al-Bahiyyah,
(Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88.

43 Abd Haq, et al, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: Khalista,
2006), 237.

44 Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowa’id Fiqhiyyah Al-Faraid Al-Bahiyyah,..., 81.
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3. Kehujjahan Mas}lah}ah Mursalah

Para ulama ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa mas}lah}ah

mursalatul mu’tabarah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum

Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiya>s. Mereka

juga sepakat mas}lah}ah mulghah tidak dijadikan hujjah dalam

menetapkan hukum Islam, adapun terhadap  kehujjahan mas}lah}ah

mursalah para ulama ushul fiqih berbeda pendapat.45

Kalangan Malikiyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa

mas}lah}ah mursalah merupakan hujjah Shar´iyyah dan dalil hukum Islam.

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya

yaitu:

a. Adanya perintah al-Qur’an, sebagaimana disebutkan dalam firman

Allah SWT dalam surah al-Nisa>’ ayat 59 ya\ng berbunyi:











45 Mansur Anhari, Ushul Fiqih, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian
jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya”.46

pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin

taat dan patuh pada perintah Allah, kepada rasul Nya dan kepada

orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk terciptanya

kemaslahatan umum.

b. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan

kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu

berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam

kondisi ancaman semacam ini banyak timbul masalah baru yang

hukumnya belum ditegaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Jika

pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiya>s,

maka terjadi banyak masalah Wahbah Zuhaili menambahkan juga

agar mas}lah}ah tersebut sesuai dengan Maqa>sid Syari>´ah, dan tidak

berlawanan dengan nass atau dalil qat}´i.

4. Objek Mas}lah}ah Mursalah

Hal yang menjadi objek mas}lahah mursalah ialah kejadian atau

peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nass

46 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1989), 87.
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(Al-qur’an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.47 Memperhatikan

penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa lapangan mas}}lah}ah mursalah

selain berlandaskan hukum syara’ secara umum, juga harus diperhartikan

ada dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya.

Segi peribadatan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu

yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari

kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya.

Diantaranya, ketentuan shari>´at tentang ukuran had kiffa>rat, ketentuan

waris, ketentuan jumlah bulan dalam masa ´iddah wanita yang ditinggal

mati atau diceraikan suaminya.48

Secara ringkas, dapat dikataan bahwa mas}lah}ah mursalah itu

difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik

dalam al-Qur’an maupun assunnah yang menjelaskan hukum-hukum

yang ada penguatnya melalui suatu i’tiba>r. Hal ini difokuskan pada hal-

hal yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiya>s yang berhubungan

dengan kejadian tersebut.49

5. Syarat-Syarat Mas}lah}ah Mursalah

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil mas{lah{ah

al-mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

47 Achmad Yasin, Ilmu Ushul Fiqh, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104.
48 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Ekonomi Islam Permasalahan dan Fleksibilitas, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), 154-155.

49 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, ..., 121.
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a. Hendaknya mas}lah}ah al-mursalah digunakan pada suatu obyek

kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya

dalam dugaan.

b. Hendaknya mas}lah}ah al-mursalah digunakan pada obyek yang

bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.

c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara’ yang sudah

ditetapkan oleh Nass atau Ijma’.50

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana

yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul “Us}ul

fiqh” menjelaskan bahwa syarat-syarat mas}lah}ah al-mursalah bisa

dijadikan dasar hukum ialah:51

a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti

menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang

menggunakan mas}lah}ah al-mursalah. Sementara mas}lah}ah al-

mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah

ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat}’i>yyah.

b. Hendaknya mas}lah}ah al-mursalah dapat diterima secara rasional di

dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap

permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila mas}lah}ah

almursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat

menerimanya.

50 Said Agil Husin Al-Munawar, Membangun Metodologi Ushul fiqh, (Jakarta: PT. Ciputat
Press, 2014), 14.

51 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul, ..., 130.
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c. Hendaknya menggunakan mas}lah}ah al-mursalah itu tidak

menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak

menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan

mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya

menyebutkan, yang artinya‚ Allah SWT tidak menjadikan agama

bagi kalian secara sempit.

Menurut Muhammad Tahrir Ibnu ‘Asyur sebagaimana yang

dikutip oleh Kemal Mukhtar bahwasannya keentuan-ketentuan atau

hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah

yang baru dapat ditetapkan berdasarkan dalil mas}lah}ah karena adanya

alasan-alasan berikut ini:52

a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya

hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaik-

baiknya;

b. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan kerusakan dan

kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat;

c. Hukum itu kemadaratan harus dapat menutup pintu-pintu yang

mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada

hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika

dikerjakan akan membuka maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.

B. Cara menemukan mas}lah}ah mursalah

52 Kemal Muhtar, Maslahah sebagai dalil Penetapan Hukum Islam dalam M. Amin Abdullah,
Rekonstrusi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman, (Yogyakarta: Suka Press, 2003), 228.
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Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menemukan sebuah

mas}lah}ah mursalah dalam sebuah hukum dapat dengan menggunakan

epistimologi baya>ni. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata

epistemologi memiliki arti cabang ilmu filsafat tentang dasar dan batas

pengetahuan. Istilah epistemologi terkait dengan :53

1. Filsafat, yaitu sebagai ilmu berusaha mencari hakekat dan kebenaran

pengetahuan

2. Metode, yaitu sebagai metode bertujuan mengantarkan manusia untuk

memperoleh pengetahuan

3. Sistem, yaitu sebagai suatus istem bertujuan memperoleh realitas

kebenaran pengetahuan.

Baya>ni adalah metode pemikiran khas Arab yang menekan

kanotoritas teks (nas}) secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi

oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi istidlal. Secara langsung

artinya mamahami tes sebagai pengetahuan jadi dan langsung

mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti

memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan

penalaran. Meski demikian hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa babas

menentukaan makna dan maksudnya (tetapi harus bersandar pada teks dalam

bayani) rasio diangggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali

53 Noer Ahmad, dkk., Epistemologi Syara : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia,, (Yogyakarta:
Walisongo Press, 2009), 45.
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disandarkan pada teks dalam perspektif keagamaan sasaran bidik baya>ni

adalah aspek esoterik (syari'at).54

Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi baya>ni menempuh

dua jalan. Pertama berpegang pada redaksi teks dengan menggunakan kaidah

bahasa Arab. Kedua, menggunakan metode qiya>s (analog) dan inilah prinsip

utama epistemologi baya>ni. Dalam kajian usul fiqih, qiya>s diartikan

memberikan keputusan hukum suatu masalah berdasarkan masalah lain yang

telah ada kepastian hukumnya dalam teks, karena adanya kesamaan illah.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melakukan qiyas:55

1. Adanya al-ashl yakni nas} suci yang memberikan hukum dan dipakai

sebagai ukuran

2. Adanya al-far’ yakni sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nas}

3. Adanya hukum al-ashl yakni ketetapan hukum yang diberikan oleh ashl

4. Adanya illah yakni keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar

ketetapan hukum Ashl.

Contoh qiya>s adalah soal hukum meminum arak dari kurma. Arak dari

perasan kurma disebut far’ (cabang ) karena tidak ada ketentuan hukumnya

dalam nas} dan ia akan di qiya>skan dalam khamr. Khamr adalah ashl atau

pokok sebab terdapat dalam teks (nas}) Dan hukumnya haram, alasanya (illah)

54 A. Khodari Sholeh, M. Abed Al-Jabiri : Model Epistimologi Hukum Islam dalam Pemikiran
Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 233.
55 Ibid., 188.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42

Karena memabukkan. Hasilnya, arak adalah haram karena ada persamaan

antara arak dan khamr, yakni sama sama memabukkan.56

Menurut jabiri, metode qiya>s sebagai cara mendapatkan pengetahuan

dalam epistemologi baya>ni digunakan dalam 3 aspek yaitu :57

1. Qiyas jali, dimana far’ mempunyai persaolan hukum yang kuat di

banding ashl

2. Qiyas fi, ialah nas} dimana ashl dan far’ mempunyai derajat hukum yang

sama

3. Qiyas al-kahfi, dimana illah ashl tidak diketahui secara jelas dan hanya

menurut perkiraan mujtahid.

Menurut As-Syafi’i tradisi baya>ni ada lima kategori, yaitu:58

1. Baya>n yang tidak memerlukan penjelasan lain, seperti sejumlah teks Al-

qur’an yang tidak multiinterprestasi

2. Baya>n yang mempunyai bagian yang mujmal (global) dan memerlukan

penjelasan dari al-sunnah

3. Baya>n yang secara keseluruhan bersifat global sehingga memerlukan al-

sunnah

56 Ibid., 189.

57 Ibid.,

58 Abu Yasid, Metodologi Penafsiran Teks, (Jakarta: Erlangga, 2012), 29.
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4. Baya>n al-sunnah yakni substansi al-sunnah yang sesungguhnya

merupakan penjelasan wahyu Tuhan dan mutlak harus diapresiasi sesuai

petunjuk Al-qur’an\

5. Baya>n al-ijtiha>d yang disimplifikasikan menjadi aktivitas qiya>s (analogi).

Menurut Abd al jabar, seorang pemikir teologi muktazilah, metode

qiya>s bayani diatas tidak hanya untuk menggali pengetahuan dari teks tetapi

juga bisa dikembangkan dan digunakan untuk mengungkapkan persoalan non

fisik (ghoib).59

Qiyas berbeda maknanya dengan ijtihad. Menurut Al-Ghazali, ijtihad

lebih umum daripada qiyas karena ijtihad kadang memeperhatikan penelitian

usahanya dala masalah-masalah umum, kedalaman lafaz}-lafaz} dan jalan-jalan

mencari dalil lain selain qiyas. Bahkan dapat dikatakan bahwa ijtihad dapat

mencakup ra’yu (logika), qiyas dan akal. Sebagaimana ra’yu diartikan sebagai

amal yang dipandang oleh mujtahid sebagai suatu kemaslahatan dan lebih

dekat kepada semangat syari’at Islam tanpa penelitian apakah untuk suatu

kejadian tersebut ada dasarnya atau tidak.60

Ijtihad dipandang dari cakupannya digolongkan atas dua macam,

yakni ijtihad mutlaq dan ijtihad juz’i. Ijtihad mutlaq dimaksudkan adalah

adanya kemampuan yang memungkinkan dari upaya yang dilakukan dalam

59 A. Khodari Sholeh, M. Abed Al-Jabiri : Model Epistimologi Hukum Islam dalam Pemikiran
Islam Kontemporer, ...

60 Junaidi Rosyid, Pengantar Studi Islam, (Surabaya: UINSAPress, 2016), 85.
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semua hukum-hukum fiqh. Sedangkan ijtihad juz’i yang mana kemampuannya

hanya terbatas pada sebagian hukum-hukum fiqh saja. Metode ijtihad dengan

corak penalaran istis}la>h}i adalah bagian dari keduanya, dimana kalangan ulama

dengan kategori ijtihad mutlaq merumuskan metode terbarunya sedangkan

kalangan ulama yang termasuk dalam kategori ijtihad juz’i menekankan

maupun mempertegas metode dengan penalaran yang bertumpu pada

kemampuan individu serta mempertajam analisisnya dari metode yang

dirumuskan pada ulama sebelumnya.61

Metode ijtihad istis}lah}>i menurut al-Syathibi dilakukan untuk

menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar’i dengan cara

menetapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak

terdapat dalam nas}, baik qat}’i maupun z}anni dan tidak memungkinkan

mencari kaitannya dengan nas } yang ada, juga belum diputuskan dalam ijma’.

Dasar pegangan dalam ijtihad ini hanyalah jiwa syara’ yang mendatangkan

manfaat maupun menghindarkan mad}aratan.62

Dianggap sebagai upaya untuk menggali hukum dengan bertumpu

pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan pada al-Qur’an dan Hadis.

Hal ini berarti bahwa kemaslahatan yang dimaksudkan tidak lain adalah

kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut.

61 A. Khodari Sholeh, M. Abed Al-Jabiri : Model Epistimologi Hukum Islam dalam Pemikiran
Islam Kontemporer, ...

62 Junaidi Rosyid, Pengantar Studi Islam,...,
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Dalam arti lain, kemaslahatan yang ada tidak dapat dikembalikan kepada

suatu ayat atau hadis secara langsung, baik melalui proses penalaran yang

sifatnya baya>ni maupun yang sifatnya ta’lili melainkan harus dikembalikan

kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nas}.63

Mempertimbangkan maqa>s}id al-shari’ah tentu dianggap penting

dengan keberadaan metode ijtihad istis}la>h}i. Corak penalaran istislahi adalah

bagian dari lapangan ijtihad yang harus selalu dikembangkan yang nantinya

akan menunjukkan urgensi pertimbangan maqa>s}id al-shari’ah dalam metode

tersebut. Corak ijtihad istis}la>h}i diantaranya adalah mas}lah}ah, dalam

pengertian istilahnya adalah manfaat yang dikemukakan oleh syar’i dalam

menetapkan hukum untuk hambanya dalam upaya pemeliharaan agama, jiwa,

akal, keturunan dan harta. Sedangkan definisi mas}lah}ah dalam pandangan

Muhammad Ruwwas adalah kebaikan yang lazim dalam berbagai tindakan

dan perbuatan yang sesuai keinginan pribadi. Sedangkan kalangan ulama us}ul

menyatakan bahwa mas}lah}ah adalah bentuk apresiasi dari ketertiban hukum

dalam rangka merealisasikan terwujudnya manfaat yang akan diraih atau

menghindarkan diri dari kerusakan.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-hambaNya,

baik dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung mas}lah}ah. Tidak

ada hukum syara’ yang sepi dari mas}lah}ah. Keseluruhan suruhan atau perintah

Allah bagi manusia untuk melakukan manfaat untuk dirinya baik secara

63 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syalabi, (Jakarta:
RajaGrafindoPersada, 1996),  133.
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langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang bisa dirasakannya pada waktu itu

juga dan ada pula yang dirasakannya sesudahnya. Umpamanya ketika Allah

SWT menyuruh mendirikan shalat yang mengandung banyak manfaat, antara

lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.

Begitupun dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia,

tentunya di balik semua larangan terkandung maslahah yaitu terhindarnya

manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum

minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari rasa mabuk yang

dapat memberi kerusakan pada anggota tubuh, kerusakan pada kesehatan

mental dan akal. Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan

dalam semua hukum yang ditetapkan Allah. Meskipun ada perbedaan

pendapat tentang perwujudan mas}lah}ah sehingga Allah menetapkan hukum

syara’ atau mas}lahah itu yang mendorong Allah dalam menetapkan hukum

ataupun ada sebab lainnya. Intinya setiap hukum syara’ selalu sejalan dengan

akal manusia dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara’. Hal ini

menunjukkan bahwa mas}lah}ah dapat diperhitungkan oleh mujtahid dalam

menggali hukum serta menetapkan hukum suatu masalah yang tidak

ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur’an, sunnah nabi maupun dalam ijma’.

Hanya saja dalam perkembangan ilmu us}ul fiqh dengan metode ijtihad

istis}la>h}i dalam pola maslahah biasanya yang dipermasalahkan adalah adanya

kekuatan hukum atau ketiadaan kekuatan hukum yang terkandung di

dalamnya.
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Urgensi kemaslahatan terdapat pada semua bentuk hukum, baik itu

hukum-hukum yang didasarkan atas wahyu seperti hukum Islam maupun

hukum-hukum yang didasarkan bukan dari wahyu walapun penekanan dari

masing-masing hukum tersebut berbeda. Tentunya dengan adanya perbedaan

tersebut adalah suatu keistimewaan dalam hukum Islam itu sendiri. Perbedaan

dari keistimewaan itu di antaranya adalah:64

1. Pengaruh kemaslahatan dalam hukum Islam tidak terbatas di dunia tetapi

juga berpengaruh dalam kehidupan akhirat, tentunya ini dikaitkan karena

syari’at Islam diciptakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Dimensi hukum Islam dengan kemaslahatannya bersifat materi dan juga

immateri (ru>hi) terhadap kehidupan manusia. Berbeda dengan hukum

yang tidak didasarkan atas wahyu biasanya bersifat materi saja.

3. Kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam merupakan dasar bagi

kemaslahatan-kemaslahatan lain. Hal ini menandakan jika ada

pertentangan antara kemaslahatan lain dengan kemaslahatan agama, maka

kemaslahatan agama tidak boleh dikorbankan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa utnuk mencari atau

menemukan sebuah mas}lah}ah mursalah dalam sebuah peristiwa hukum maka

dapat dilakukan dengan metode bayani kemudian dilakukan metode ijtihad

istis}la>h}i.

64 Ibid., 140


